BAB 1V
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:

1) Peran Lembaga Adat dan Proses Mediasi Hukum Adat
Lembaga Adat Lubuk Hijau berperan penting dalam menjaga norma adat,
melestarikan budaya, mengelola tanah ulayat, serta menjadi penengah dalam
penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adat. Proses mediasi ini
dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pihak
bersengketa, melalui tahapan penyampaian aduan, pengumpulan bukti dan
saksi, hingga pencarian solusi berdasarkan nilai musyawarah, mufakat, dan
kearifan lokal; bahkan jika bukti tidak memadai, tanah sengketa dapat
dijadikan milik adat atau dijual untuk kemudian hasilnya dibagi.

2) Hambatan Mediasi Adat
Proses mediasi adat di Lubuk Hijau menghadapi hambatan berupa
ketidakharmonisan antar pihak, perbedaan nilai antar generasi, intervensi
pihak luar seperti investor, serta minimnya dokumentasi tertulis hasil mediasi
yang dapat menimbulkan penolakan dan mendorong sengketa berlanjut ke
jalur hukum formal. Meski demikian, tanggapan para pihak terhadap hasil
mediasi beragam: ada yang menerima meskipun dengan kekecewaan demi

menjaga keharmonisan sosial, sementara sebagian lain awalnya menolak
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namun akhirnya menerima karena adanya tekanan sosial dan nilai
kebersamaan adat.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran lembaga adat dan proses

mediasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau,

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Adat
Lembaga adat diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam penyelesaian
sengketa dengan memperkuat dokumentasi hasil mediasi dan memperjelas
prosedur adat agar lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam kasus
yang berpotensi berlanjut ke ranah hukum formal.

2. Bagi Masyarakat
Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan
prosedur hukum adat, khususnya generasi muda, agar tetap menghormati dan
mendukung keberlanjutan peran lembaga adat dalam menjaga harmoni
sosial.

3. Bagi Pemerintah Nagari dan Instansi Terkait
Perlu adanya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah nagari dalam
penyelesaian sengketa agraria, serta dukungan dalam bentuk pelatihan
mediasi adat dan legalisasi dokumentasi hasil musyawarah adat untuk

memperkuat posisi lembaga adat secara hukum.
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